1. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga

ke Desa

(Indeks Kepuasan Masyarakat)

(Nilai ICOR)

CASCADING DPMPTSP

2. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

Meningkatnya Iklim Investasi di Kabupaten Blitar

(ICOR)

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan Perizinan dan non perizinan Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar | Kepala Dinas
(Indeks Kepuasan Masyarakat atas (Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar)

Pelayanan Perizinan dan non Perizinan)

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal .
— — ‘Kepala Dinas

Program Promosi Penanaman Modal
(Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n))

(Peningkatan jumlah sektor usaha yg
dipromosikan)

Program Pengembangan Iklim Penananam Modal
(Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan
fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal)

Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal
(persentase data yang tersedia tepat

waktu)

Program Pelayanan Penanaman Modal
(Persentase peningkatan jumlah izin
yang diterbitkan)

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Kegiatan Pengelolaan Data dan Kegiatan Penetapan Pemberian
Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Informasi Perizinan dan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman ) ) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
. - ) . L Kegiatan Pembuatan Peta Potensi o
Dibidang Penanaman Modal yang Nonperizinan yang Terintergrasi Modal yang menjadi Kewenangan . Penanaman Modal yang Menjadi L
s " Investasi Kabupaten/Kota yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kepala
Menjadi Kewenangan Daerah Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Daerah Kabupaten/Kota . Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota X - .
(Jumlah dokumen terkait peta . . , (Jumlah perusahaan yang melaporkan kegiatan usahanya Dinas
Kabupaten/ Kota Kota (Jumlah penanam modal yang .. . (Peningkatan kegiatan promosi X
i . - L . . potensi investasi) . " melalui LKPM)
(Persentase peningkatan jumlah (Jumlah laporan data perizinan, non mendapatkan fasilitas/insentif dan investasi)
perizinan usaha yang terlayani) perizinan dan penanaman modal) kemudahan penanaman modal)
. . Sub Kegiatan Penyediaan
Sub Kegiatan Penyediaan : Layanan Konsultasi dan Sub Kegaiatan
Pelayanan Terpadu Sub Kegiatan Pemantauan . -
) ; Pengelolaan Pengaduan Sub Kegiatan Penetapan . . . Koordinasi dan . .
Perizinan dan Non- Pemenuhan Komitmen . . = Sub Kegiatan Evaluasi Sub Kegiatan . . X o . . Sub Kegiatan Koordinasi
. Masyarakat terhadap Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Kebijakan Daerah N Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sinkronisasi Sub Kegiatan Koordinasi s
Perizinan dan Non- . . ) . Pelaksanaan Pemberian Penyusunan Rencana . . . . L dan Sinkronisasi
Pelayanan Terpadu Pemanfaatan Data dan InformasiPerizinan dan mengenai Pemberian - . Sub Kegiatan Penyusunan strategi Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Sinkronisasi
L . Fasilitas/Insentif dan Umum Penanaman . . ) " ) Pengawasan
Fasilitas/Insentif dan Penyediaan peta potensi promosi penanaman Promosi Penanaman Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan
Kemuda han Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan
dan peluang usaha modal Mo dal Daerah/ Penanaman Modal Penanaman Modal ]
Kab upaten __ . Kepala
Dinas

Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik

(Jumlah Pelaku Usaha yang
Menda patkan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik)

Perizinan Penanaman
Modal

(Jumlah Kegiatan Usaha
darni Pelaku Usaha yang
Menda pat Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan Berusah dan Non
Perizinan Penanaman
Modal)

Perizinan dan Non-
Perizinan

(Jumlah Orang yang
Memperoke h Layanan
Konsultasi dan
Terkelolanya Pengaduan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Tempadu
Perizinan dan Non
Perizinan)

Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

(Jumlah Data dan InformasiPerizinan dan Non

Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan Dima nfaatkan)

Kemudahan Penanaman
Modal

(Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/
Insentf dan Kemudahan
Pe nanaman Modal)

Modal

(Jumlah Kegiatan Usaha
darni Pelaku Usaha yang
Memperoleh Insentif
dan Kemudahan
Berusaha di Daerah)

Kabupaten/Kota

(Jumlah Peraturan
Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota)

Kabupaten/kota

(Jumlah Peta Potensi
Investasi dan Peluang
Usaha Kabupate n/Kota)

(Jumlah Peraturan
Daerah yang Mengatur
Promosi Penanaman
Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota)

(Jumlah Do kumen Hasil
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota)

(Jumlah Kegiatan Usaha
dar Pelaku Usaha Yang
Melakukan Koordinasi
dan Sinkro nisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal)

(Jumlah Pelaku Usaha
yang Menda patkan
Pembinaan
Pelaksanaan

Penanaman Modal)

(Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang
Melakukan Koordinasi
dan Sinkro nisasi
Pengawasan)



LEVEL

KEGIATAN

Kinerja Strategis
Daerah

Kinerja Strategis
Bidang Urusan

Kinerja Strategis
Bidang Urusan

Kinerja Managerial

Kinerja Managerial

Kinerja Operasional

POHON KINERJA DPMPTSP

1. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik

Hingga ke Desa

(Indeks Kepuasan Masyarakat)

Meningkatnya Iklim Investasi di Kabupaten Blitar

(Nilai ICOR)

nya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah

(ICOR)

Program Pelayanan Penanaman

Modal

(Persentase peningkatan
Jjumlah izin yang diterbitkan)

Kegiatan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan Secara
Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota
(Persentase peningkatan

lah perizinan usaha yang

terlayani)

Sub Kegiatan
Penyediaan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non-
Perizinan berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

(Jumlah Pelaku
Usaha yang
Menda patkan
Pelayanan Te padu
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik)

Sub Kegiatan

Pemantauan

Pemenuhan
Komitmen Perizinan
dan Non-Perizinan
Penanaman Modal

(Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Menda pat
Pemantauan
Pemenuhan
Komitmen Perizinan
Berusah dan Non
Perizinan Penanaman
Modal)

Sub Kegiatan
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pe ngelolaan
Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non-
Perizinan

(Jumlah Orang yang
Memperokeh Layanan
Konsultasi dan
Terkelolanya
Pengad uan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Te padu
Perizinan dan Non
Perizinan)

Program Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
(persentase data yang
tersedia tepat waktu)

Kegiatan Pengelolaan Data
dan Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
(Jumlah laporan data
perizinan, non perizinan dan
penanaman modal)

Sub Kegiatan Pengola han, Pe nyajian
dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

(Jumlah Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terinte grasi Secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan Dima nfaatkan)

Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar
(Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar)

Program Pengembangan Iklim Penananam Modal
(Persentase peningkatan penanam modal yang
mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan

penanaman modadal)

Kegiatan Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif di Bidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
(Jumlah penanam modal yang

mendapatkan fasilitas/insentif

dan kemudahan penanaman
modal)

Sub Kegiatan
Pe netapan
Kebijakan Daerah
mengenai
Pe mberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

Sub Kegiatan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pemberian
Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan
Penanaman Modal

(Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Memperoleh
Insentif dan

(Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi
dalam Pemberian
Fasilitas/Insentf
dan Kemudahan Kemudahan
Penanaman Berusaha di
Modal) Daerah)

Kegiatan Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

(Jumlah dokumen terkait

peta potensi investasi)

Sub Kegiatan
Penyusunan
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Penyediaan peta
potensi dan
peluang usaha
Kabupaten/kota

(Jumlah Peraturan
Daerah (Perda)
Rencana Umum
Penanaman Modal
Daerah
Kabupaten/Kota)

(Jumlah Peta
Potensi Investasi
dan Peluang Usaha
Kab upaten/Kota)

Program Promosi Penanaman
Modal
(Peningkatan jumlah sektor
usaha yg dipromosikan)

Kegiatan Penyelenggaraan

Promosi Penanaman Modal

yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

(Peningkatan kegiatan promosi

investasi)

Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan Promosi
Penanaman Modal
Daerah/Kabupaten

Sub Kegiatan
Penyusunan
strate gi promosi
penanaman modal

(Jumlah Peraturan
Daerah yang
Mengatur Promosi
Penanaman Modal
Kewenangan
Kabupaten/Kota)

(Jumlah Do kumen
Hasil Kegiatan
Promosi
Penanaman Modal
Kabupaten/Kota)

KINERJA
JABATAN

Kepala Dinas

Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal
(Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n))

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

(Jumlah perusahaan yang melaporkan
kegiatan usahanya melalui LKPM)

Sub Kegaiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pe mantauan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

(Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha Yang
Melakukan
Koordinasidan
Sinkronisasi
Pemantauan
Pelaksanaan
Penanaman
Moaal)

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pe mbinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

(Jumlah Pelaku
Usaha yang
Menda patkan
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman
Modal)

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Pelaksanaan
Penanaman Modal

(Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Melakukan
Koordinasidan
Sinkronisasi
Pengawasan)

Kepala Dinas

__ __Kepala

Dinas

Kepala
Dinas

__ __Kepala

Dinas
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